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tenimbang i a.

BUPATI NATI'ITA,

bahwa untuk penertiban administrasi dan
sesuai dengan hasil pertemuan tim teknis
bersama petugas lapangan program
Pengentasan Kemiskinanan se Kabupaten
Nah-rna Bidang Kelautan dan Perikanan
perlu dilakukan pembahan guna
penyempurnaan;

6sngrnget

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam hunrf a
diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penrbahan Atas Peratrrran
Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan
Dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun
2015.

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan KabuPaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten lkrimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (kmbaran Negara RePublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telatr
diubah beberapakali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2OO8



2.

3.

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembenhrkan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singmg dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
1O7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO2 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a2ll;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4
tentang Perikanan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
118, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44331 sebagaimana telah
diubatr dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2OO9 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah hrsat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2AO7
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9O);

4.

5.
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7.

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOB

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOB Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a866);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL
tentang Pembentukan Peraturan
Penrndang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor L3
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan
Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 31O);

Peraturan Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-
PDT/ tl 12006 tentang Penetapan Alokasi
Dana dan Pedoman Umum PenSrusunan
Strategi Daerah Pembangunan Daerah
Tertinggal;

L2. Peraturan Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010
tentang Penyaluran Dana Banhran
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

9.

10.

11.
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13.

Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010 Nomor 23);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8
Tahun 2Ol2 tentang Pembahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 26 tentartg Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2Ol2 Nomor 8);

MEMUTUSKAIf:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEI,AKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG
KEI,AUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2015

ksal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2OLS diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dari Pasal t huruf c diubah
sehingga berbunyi :

c. Kelompok Pengolah dan Pemasar, antara
lain:
1) Pembelian sarana pengolahan,

pemasaran dan pengemas€m;
2t Biaya Pembelian Bahan Bal<tr

Pengolahan Hasil Perikanan;
3) Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Maksimal LS o/o.

2. Ketentuan dari Pasal 10 angka 6 huruf (b)

diubah sehingga berbunYi :

Menetapkan :
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6) Perunhrkan/Menu BLM Poklahsar yang
diperkenankan adalah

(a) Pembelian Sarana Pengolahan,
Pemasaran dan Pengemas€rn

(b) Pembelian Bahan Baku Pengolahan
Hasil Perikanan

(c) Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Maksimal l5 %.

3. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Bupati
Formulir 6 di ubah sebagaimana tercantum
pada lampiran yang tidak terpisahkan pada
Perahrran Bupati ini.

ksal II

Perahrran Bupati ini mulai berlalnr pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada t"t gg"l Ut n5usfut 7ol)

Diundangkan di Ranai
pada tanegal n ryLakqe
SEITRETARIS DATRAII
KABIfPATEIT ITATUIIA,

SYAUSI'RIZOil

BERITA DAERAII KABIIPATET ITATI'ITA TAHI'T 2(115 ilOilOR ,II
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